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ABSTRAK

Banyak factor yang melatarbelakangi anak melakukan kenakalan. Hal ini dapat dilihat
dari tidak terbatasnya perilaku tersebut hanya pada anak-anak yang mengalami kondisi yang
tidak memadai karena alasan ekonomi misalnya. Pada dasrnya anak telah menentukan sendiri
perbuatannya berdasarkan perasaan, kehendak dan pikirannya, tetapi karena kondisi jiwanya
belum stabil maka keadaan sekelilingnya dapat berpengaruh dalam penentuan sikap dan
perilaku yang mereka tunjukkan di masyarakat.Namun demikian, dalamupaya pembinaannya,
tetap diperlukan sarana dan prasarana Hukum yang mampu mengatasi permasalahan yang
ditimbulkan oleh kenakalan anak.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif
analitik dengan pendekatan yuridis normative. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini
adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam menganalisa data dipergunakan
analisa data secara kualitatif dan menggunakan cara berfikir deduktif.

Menurut Hukum positif, pertanggung jawaban pidana bagi anak nakal dibedakan
menjadi 3 yaitu 1. Di bawah umur 8 tahun tidak diajukan ke sidang dan tidak kena hukuman
pidana, 2. Usia 8-12 tahun diajukan ke sidang dan tidak kena hukuman pidana, 3. Usia 12-18
tahun diajukan ke sidang dan dikenai hukuman pidana. Menurut Hukum Islam, anak tidak
dapat dituntut pertanggung jawaban pidana karena meskipun ia nyata-nyata melakukan
perbuatan pidana tapi ada hal-hal lain yang dapat menghapuskan pidananya yaitu keadaan
yang belum dewasa.
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SISTEM TRANSLITERASI

ARAB INDONRESIAY

I. Konsonan Tunggal

PURD | mama | BURLT KETERANGAN
\ Alif - -
[ Ba’ b -
) Ta’ t -
&) | Sa’ § s dengan titik di atasnya
T Jim j '
; Ha’ h h dengan titik di bawahnya
. Kha’ kh -
S Dal d -
:) Zal z z dengan titik di atasuya
_) Ra’ r -
::j Zai’ z -
u Sin 8 i
k_;: Syin 8y -
uo Sad g g dengan titik di bawahnya
W2 Dad d " d dengan titik di bawahnya
b Ta’ t t dengan titik di bawahnya

Y Berdagsarken SKB Menteri Agams dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda-
tangani pada tanggal 12 Jenuari 1988 dengan penyesuaian prograrm komputer.
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EORUE | wama | TURNY KETERANGAN |
.b Za’ Z z dengaun titik di bawahgya B
__b"u- ‘Eliﬂ ) - ‘ o k.UIII'd Lc.l‘b—aliml;" .
- 't/ Gain g -
0 Fa’ F -
o Qaf q
3J Kaf k
J Lam l
( Mim m
| %) Nun n -
) Wawu w
D Jr Ha’ h -
¢ ‘[ Hamzah ¢ Apostrof dipakai di awal kalimat
s v |

I Konsoran Rangkap karena Syaddah

Dltul!: rangkap,
uﬂm ditulis muta’aqgidin.
& X ditulis “iddah.
'L':.JL:DB ditulis jahiliyyah.
HI. Ta’ Marbufah di akhir Kata.
| 1. Bila dimatikan, ditulis (h)

-
A_D ditulis hibah,
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Iv.

VI.

A Yo ditulis jizyah,
(keterangan ini tidak berlaku terhadap kata-kata arab yang sudah

terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis (t ).
AN “u ditulis ni’matullah,
JQ.':M 3‘/_‘, ditulis zakatu! fitr.
Veokal Pendek
4 (fathah) ditulis a.
(kasrah) ditulis i,
—;.— (dammah) ditulis u.
Vokal Panjang
1. Fathah + alif, ditulis @
}LfLolo ditulis jahiliyyah.
2. Kasrah + ya’ mati, ditulis i
,J_,\S’ ditulis majid
- s
3. Dammah + wawu mati, ditulis @
\J@JJ ditulis furiid.
Yokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati, ditulis ai

,ﬁ.u ditulis bainakum
" ¢

2. Fathah + wawu mati, ditulis au

| d\;’ ditulis qaul.
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VII.

VIIL.

IX.

Vokal-vokal pendek yang berurutan satu kata, dipisahkan dengan

apostrof
»5
. Y
M“ dituliz a’antum
w .
WD AE ) ditutis widdat

L

) MU
JC"’U’J ditulis 1a’in syakartum

Kata sandang Alif + lam
1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-
0 UJ‘ ditulis al-Qur’an
U,)L“/:.jl ditulis al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf syamsivyah, ditulis dengan menggandakan huruf

pertamanya.

#L&.«ﬂ“ ditulis as-sama’
]
uwl ditulis asy-syams.

Buruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Diperbaharui (EYD).
Ponullran Kata-kata dalam Rangkalan Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya,

l . ¢
! UP.gJ]JJJ ditulis zawi al-furtgd
' w, ™

MU.M ditulis ahl as-sunnah.
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BAEB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-
cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia bagi
guksegnya pembangunan nagional. Karena itu, perlu diberikan perhatian
yang sungguh-sungguh kepada mereka, serta perlu adanya upaya
pembinaan yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan sumber daya
manusia yang berkualitas tersebut:

Namun dalam kenyataannya, upaya-upaya yang mengarah pada
pembinaan generasl muda fersebut sering dihadapkan pada persoalan-
persoalan dan tantangan yang sulit dihindari. Di antara persoalan
tersebut =adalah kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh mereka
sendiri, para ahli menyebutnya dengan Juvenile Delinquency.

Meskipun Juverile Delinguency diartikan sebagai kenakalan
anak, akan tetapi beerdasarkan kenyataan yanag berkembang di
masyarakat “anak” dalam pengertian tersebut meliputi juga remaja, ”
sebuah istilah yang ha.nya; dikenal dalam bidang-bidang ilmu-ilmu sosial

sebagai masa transisi dari masa kansk-kanak yang sesungguhnya menuju

masa dewasa,

" Serlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remyja, (Jukarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 1994). him. 4,



Bany;ak faktor yang melatarbelakangi anak melakukan kenakalan.
Hal ini dapat dilihat dari tidsk terbatasnya perilaku tersebut hanya pada
anak-anak yang mengalami kondisi yang tidak memadai karena alasan
ekonomi misalnya. Akan tetapi juga dilakukan oleh anak yang berasal
dari kalangan sosial ekonom: menengah ke atas. Mereka baik dengan
sengaja atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan baik
itu bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat, sebut gaja telah
berbuat jahat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain di
sekitarnya, yang dalam istilah hukum positif dan jir@yahnya adalah telah
me{akukan pidana atau jarimah.

Dalam persoalan ini, tidak boleh dilupakan keadaan anak dengan
segala wataknya yang khusus. Meskipun pada dasarnya anak telah
menentukan sendiri perbuatannya berdasarkan perasaan, kehendak dan
pikirannya ,tetapi karema kondisi jiwanya yang belum stabil, maka
keadaan sekelilingnya dapat berpengaruh dalam penentuan sikap dan
perilaku yang mercka tunjukkan di masyarakat. Sehingga masyarakat dan
orang tua sebagai lingkungan terdekat harus lebih bertanggung jawab.

Namun demikian, dalam upaya pembinaannya, tetap diperlukan
sarana dan pragarana hukum yang mampu mengatasi segala permasalahan
yang ditimbulkan oleh kenakalan anak. Mengingat seringkali kenakalan-
kenakalan tersebut menjurus pada dilanggarnya peraturan-peraturan
hukum baik itu peraturan-peraturan hukum yang formal seperti KUHP

dan perafuran-peraturan hukum lain yang tersebar di luar KUHP maupun



yang non formal yaitu peraturan-peraturan hukum yang hidup dan
berkembang di tengah masyarakat.

Tidak adi] rasanya bila anak yang ma!almban perbuntan melawan
hukum fersebut diperlakukan sebagaimana orang dewasa., Akan tetapi
tidak tepat juga bila anak nakal tersebut kemudian dibebaskan dari
segala konsekuensinya karena hal ini hanya akan semakin menambah

persoalan kenakalan anak yang semakin hari semakin marak dan

)

bermacam-macam.

Berpijak dari persoalan-persoalan tersebut di atas inilah yang
mendorong penyusun untuk mengkaji dan meneliti lebih rinci tentang
aturan-aturan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai konsekuensi
dari kenakalan yanag dilakukan anak dari perspekiif yang berbeda, yaitu
perspektif hukum Positif (KUHP dan UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak) dan hukum Islam.

. Pokok Masalah

Memperhatikan berbagai persoalan di atas, sebagaimana telah
divngkapkan pada latar belakang masalah, maka ads beberapa

permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi kenakalan anak

menurut hukum Positif dan hukum Isiam ?

Bagaimana persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana

bagi kenakalan anak menurut hukum Positif dan hukum Islam ?



C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan tentang :

[T

. Berbagai aspek tentang masalah pertanggungjawaban pidana atas
kasus kenakalan anak dalam perspektif hukum Positif dan hukum

Islam.

2. Analisis komparatif terhadap ketentugn-ketentuan hukum bagi

kenékala.n unak menurut hukum Positif dan hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini, diharapkan :

1. Secara teoritis, hasil studi ini dapat menambah kharanah ilmu
pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana baik hukum Isiam
maupun hukum Posgitif.

2. Secara praktis, hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat dan

berguna bagi mereka yang menekuni bidang kajian ilmu hukum.

D. Telaah Pustaka

Sejaub pengetahuan penyusun dalam melakukan penelazhan
terhadap bahan-bahan kepustakaan, sudah ada beberapa karangan yang
berbicara tentang kenakalan anak dan pertanggungjawaban pidana baik
dalam hukum Positif maupun hukum Islam, namun pembicaraan tersebut
masih secara terpisah-pisah.

Ada beberapa pengarang yang menggunakan istilah Juvenife
Delinguency untuk kenskalan remaja, meskipun pada pembahasannys

mereka menggunakan juga istilah kenakalan anak, Misalnya Sudarsono



dalam buku Kenakalan Remaja, mengatakan bahwa kenakalan remaja
atay Juvenile Delinguency adalah kejahatan pelanggaran pada orang
dewasa tetapi pelakunya adalah anak-anak atau remaja yang menurut
ketentuan hukum- mereka belum mencapai umur dewasa. B. Simanjuntak
dalam buku Latar Belakang Kenakalan Remaja juga mengidentikkan
kenakalan remaja dengan Juvenile Delinquency yang berarti perbuatan

dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan kesusilaan

yang dilakukan oleh anak.

Meskipun sebenarnya pemakaian istilah “remaja™ tersebut hanya
wenjadikan rancu, akan tetapi dapat dipahami bahwa sesunggubnya yang
mereka inginkan dengan istilah Juvenife Delinquency adalah kenakalan
yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa yang di dalamnya
meliputi anak dan remaja. Sehingga istilah kenakalan anak dalam skripsi

ini meliputi juga tentang kenakalan remaja sebagaimana dikemukakan

oleh para ahli di bidang ilmu sosial.

Sementara itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, KUHP
dan Penjelasannya, karya R, Sugandhi, Asas-Asas Hukum Pidana,
karya Bambang Poernomo, juga dalam judul yang sama karya Moeljatno,
dikupas cukup banyak tentang pertanggungjawaban pidana. Disinggung
Juga tentang pertanggungjawaban pidana bagi kenakalan anak dengan

menjelaskan batas-batas tentang dapat atau tidaknya pelaku dimintai



pertanggungjawaban yang meliputi keadaan pelaku dan perbuatan itu
gendiri, tetapi tanpa memperbandingkannya dengan Kkonsep-konsep
hukum yang lain.

Sebagai referensi hukum Islam menelaah karya Abd al-Qadir
Audah, @-Tasyri’ al-Jind'i al-Islami, Asas-asas Hukum Pidana
Islam, karya A. Hanafl dan Jinayat Hukum Pidana Islam, karya
Marsum, menyebutkan bahwa subyek hukum adalah manusia berakal,
sudah cukup umur (muxkal/qf) dan berkemauan sendiri. Merekalah yang
dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun hukuman jarimah
dapat dipemgaruhi oleh beberapa sebab sehingga dapat memperingan
hukuman, yaitu ; tidak sengaja, lupa, keliru, rela dianiaya, bunuh diri
dan perang tending. Ada pula pengecualian dalam jarimah yaitu _,f'arTmaJl‘:
yang ti‘dak mendapat hukuman seperti ; terpaksa, mabuk, gila dan belum
dewasa. V

Dalam UU No. 3/1997 tentang Pengadiian Anak, dijelagkan lebih
rinci tentang pengertian anak nakal, dan batasan usia anak untuk dapat
diajukan ke sidang pengadijan yaitu 8 tahun tetapi belum mencapai 18
tabun dan belum pernah nikah.

Sedangkan Abd al-Wahhab Khallaf dalam buku 'IHlmue Usw! al-
Figh berbicara tentaﬁg perkembangan manusia dalam kaitannya dengan
keahlian melakukan tindakan hukum, namun secara umum. Dalam buku

tersebut dia membedakan batas-batas usia dalam perkembangan manusia,



Hal ini dilakukan juga oleh Wahbah az-Zuhaili dalam buku Usi/ af-Figh
al-Islam.

Dengan demikian nampak .bahwa belum ada sebush karya tulis
yang berbicara khusus tentang kenakalan anak dikaitkan dengan
pertanggungjawaban pidana dan diperbandingkan dengan aturan-aturan
mengenai hal tersebut antara hukum pidana Islam dan hukum pidana yang

berlaku di Indonegia, untuk inilah penelitian dilakukan.

E. Kerangka Teoritik
Asag yang berlaku dalam perbuatan pidana adalah “Tidak ada
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali atas
ketentuan-ketentuan aturan yang telah ada” yang sering disebut dengan

asas Legalitas.” Identik dengan asas ini dalam hukum Islam dikenal

ol dos Rl Y G

Dalam kaidah lain ;

\_;\9 OL’L:WJLNSJ_pL‘JWJJvPW
) A N e oy

D Msas’ad Me’shum, Aras-Asay Hukum Pidama, (Yogyskarta : Al-Fauzani,
1989), him. 14.

3 A Hanafli, Asas-dsas Bnknm Pidaxa Irlam, {Jakarts : Bulen Bintang, 1967),
hlm. 71.

9 Jalal ad-Din Abd ar-Rahmian as-Suyuli, al-Asydbak na an-Nazdir, (Jakarta :
Nir as-Saqafah al-Islamiyyah, t. t) hilrm. 43,



Secara teorifis, ajaran Islam adalah untuk selurub umat manusia
di dunia. Akan tetapi secara praktisnya tidak sesuai dengan apa yang
menjadi tujuan disyari’atkannya ajaran Islam. Sehingga hukum Islampun
masih kecil prosentasenya untuk diaplikasikan di masyarakat dunia
apalagi di negara Indonesia.

Islam mengajarkan bahwa disyari’atkan hukum adalah untuk
kemaslahatan umat manusia tidak terkecuali. Namun manusia itu sendiri
yang sering mengkotak-kotzkken menjadi beberapa wilayah hukum di
dunia ini. Termasuk memilah mana wilayah hukum bagi anak-anak dan
orang dewasa (mukallaf). Sehingga terjadi banyak istilah, seperti
adanya istilah kenakalan dan kejahatan. Dua istilah itu ada yang
membedakan dan ada yang tidak membedakan, yaknt dua istilah satu arti,
sehingga akibat hukumnya sama.

Ada beberapa definisi tentang kenakalan anak yang disebut
dengan Juvenile Delinquency. Menurut B. Simanjuntak,” Javenile
Delingquency adalah perbuaten dan tingkah laku perkosaan terhadap
norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan
yang dilakukan oleh anak. Menurut Prof. Dr. Fuad Hasan,? Defingu ency
adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan anak atau remaja yang

bilamana dilakukan oleh orang dewasa diklasifikasikan sebagai

3 B. Jimanjuntaak, Zatar Belakang Kesakatus Remala, (Bundung : Alumni,
1994), him. 71.

& 14d., him. 70.



perbuatan pidana, Sedangkan dalam UU No. 3/1997 tentang Pengadilan

Anak pasal 1 ayat 2 memberikan pengertian anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan perbuatan pidana.

2. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik
menurut perafuran perundang-undangan maupun menurut peraturan
hukum lain fa.ng hidup dan berlaku dalam maéyarakat yung
bersangkutan.

Mengenai batasan usia anak, dipahami dari batas minimal
kedewasaan, menuru{ ¥j. Lamya Mosljatno,” adalah di bawah 18 tahun.
Sedangkan menurut Dr. Singgih D. Gunarso® adalah di bawah 21 tahun.
Dr. Sarlito Wirawan® lebih longgar lagi, vaitu di bawah 24 tahun.
Sedangkan dalam UU Peradilan Anak pasal | ayai | disebutkan bahwa
batas usia anak diajukan ke pengadilan adalah antara 8 - 18 tahun.

Banyak faktor yang menyebabkan kenakalan anak, sehingga dalam
penanggulangannya juga harus diperhatikan sisi-gisi psikologis dart
anak. Untuk dapat mengetahui apakah anak yang melakukan kenakalan
dapat dituntut atau tidak, harus terlebih dahulu dijelaskan tentang
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Karena antara kedua

hal ini ada hubungan yang sangat eraf, perbuatan pidana baru mempunyai

" Hj. Lamya Moeljatno, Pelakromans Pesdidikan Asak di Indomesia Wakin

Sekarawg dan Pengatnransya datam RUU Peradilax Amak, Pidato Dies Natalis ULl
ke XXXIX, (Yogyakarta : t.n.p., t.t), him. 17.

® Singgih D. Gunerso, Psikologi Praklis Awak Remafa dus Ketnarpa, (Jakerts:
Gunung Mulig, 1995), hlm. 15 - 16,

) Serlito Wirawan, Psikologs Remafa, him. 14,
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arti bila disertai dengan pertanggungjawaban pidana. Dan
perlanggungjawabun pidana tiduk munglon ada jike Gdsk wde pelaku
pidananya.

Perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum larangan mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. '®

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku perbua-
tan harue mempunyai kesalaban, Karena asas yang berlaku dalam
pertanggungjawaban pidana adalah “Tidak dipidana jika tidak ada

kesalahan”, ih

Ada beberapa syarat yang harus dipenuli untuk menentukan

adanya kesalahan,'? yaitu :

- 1. Adanya perbuatan pidana {(melawan hukum).

2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab,

Mempunyai suaty bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau

kealpaan,

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hukum Positif ada beberapa hal yang dapat meniadakan

pidana (strafaitsiutingsgronden) yaitu ; 3

54,

189,

) Moeljatno, dras-Aras Hukum Pidasa, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), him,

D mid., him. 153.

) mid., him. 164.

) A Zainal Abidin Farid, Hukum Pidamxa I, (Jakarta : Sinar Grafike, 1995, alm.
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1. Ketidakmampuan bertanggung jawab.

2. Daya paksa. e
3. Pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa.

4, Dasar pembenar dan dasar pemaaf.

Pada pasal 44 KUHP disebutkan juga tentang orang yang tidak
dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam penjelasan pasal 44 tersebut
digsebutkan bahwa orang yang tidak dapat dihukum adalah orang yang
tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kurang
sempurna akal, sakit berubah akal dan terganggu pikirannya karena
mabuk misalnya. '

Tidak mamapu bertanggung jawab menurut Pompe '? adalah tidak
mempunyai kemampuan berpikir yang memungkinkan seseorang dapat
menguasal pikirannya sehingga dapat memahami makna dan akibat
perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan
pendapatnya.

Sedangkan menurut Van Hamel,'® kemampuan bertanggung jawab
adaleh suatu keadaan psikis yang nprma.l dan rnatang yang mempunyai

tiga kemampuan, yaitu kemampuan untuk memahami lingkungan kenyataan

M g, Sugandhi, KUHP das Penfelasassya, (Surabava @ Ussha Hasional, 1991},
hlm. 50.

'Y W.P.J. Pompe, Hawdbock van ket Nederlandse Strafrecht, (Zwolle : NV,
Uit gevermaatschappij. W.E.J. Tjeenk Willink, 1959), him. 143, sebagaimana dikutip
Zainal Abidin, Inkem Pidaxa 7, him. 190,

') @A Van Hamel, Inleiding Tot De Studie vam ket Nedeorlaxdse Strafreckt,
(De Erven F. Bohn. Haarlem. Gebr. Belinfante. s'Fravenhage, 1927), hlm. 121,
sebagaimana dikutip Zainal Abidin, Hsaknm Pidasa, him. 190,
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perbuatannya, kemampuan menyadari perbuatannya sebagai perbuatan
yang terlarang dan kemampuan menentukan kehendaknya.

Pada Penjelasan Umum atas Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak-anak
dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu
yang berumur 8 - 12 tahun hanya dikenakan tindakan seperti
dikembalikan kepada orang tuaz atau ditempatkan pada organisasi sosial
atau diserahkan kepada negara. Sedangkan yang berumur 12 - 18 tahun
dapat dikenai pidana dengan ketentuan khusus,l yaitu dikurangi 1/2 dari
maksimum pidana pokok. Sedangkan dalam pasal 47 KUHP disebutkan
dikurangi 1/3 dari maksimum pidana pokok. Bagi anak yang berusia di
bawah 8 tahun bila melakukan tindak pidana maka ia tidak dapat
diajukan ke sidang pengadilan, akan tetapi hanya dilakukan penyidikan
dan kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserghkan pada
Departemen Sosial. '

Pertﬁnggungjawaban pidana dalam hukum Islam ditegakkan atas 3
(tiga) hal, yaitu : " |
1. Adanya perbuatan vang dilarang.

2. Dikerjakan déngan kemauan sendiri.

3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

") Usdawg-Undang RI No. 3 Takus 1997 tewtaxy Pemgodilax Asak, pesal 5
(1), (2) dan (3).

B A Hanafl, Asas-Aras ... , him. 173,
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Dalam syarz’ orang yang dibebani ketentuan hukum disebut

mukallaf. 1a mempunyai beberapa syarat : &

1.

2.

Orang harus dapat memahami dafi/-dalil taklif (pembebanan).

QOrang terseEut harug telah berakal sempurna.

Dalam hal ini syara’ mengaitkan kesempurnaan akal dengan
kebalighannya. Menurut as-Sayyid Szbiq ® ada Beberapa hal yang
menandai kebalighan seseorang, yaitu :

a. Bermimpi, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an :

/
t - ] '] ¢ ‘o
LS Loleds 0 K JubY el
A (L g S
Berdasar pada ayat ini, dapat diambil pengertian bahwa tanda

kebalighan-mampu menerima beban taklif-seseorang adalah bila

sudah bermimpi mengeluarkan sperma bagi kaum iaki-laki.

. Tumbuh rambut di sekitar kemaluan

. Haid dan hamil, sebagaimana diterangkan oleh Abd al-Qadir

Audah #? bahwa kebalighan seseorang ditandai dengan haid ,

ikri{Em dan hamil.

. Sampai usia 15 tahun berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari

Ibn 'Umar :

) Zakiah Darajat, flmn Figh, (Yogyekarta : Dane Bakii Wakef, 1995),11: 5-7,

) As-Sayyid Sabiq, Figh as-Ssssak, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), 111 : 410.

29 An-NTr (24) : 59.

) Abd al-Qadir Audah, af-Tasyr?’ al-Jisa'i al-Isiamd, (ttp : Dar al-Urubah,
1983}, 1: 603,
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Akan tetapi sebagaimana dikutip Abd al-Qadir Audah, * Imam
Abt Hanifah membatasi hingga 18 tahun, dalam riwayat yang lain
19 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan
pendapat yang terkenal dalam Mazhab Maliki adalah 18 tahun

sebagaimana Abu Hanifah.

3. Orang tersebul harus mempunyai aek/ivyak (kecakapan) untuk melak-
sanakan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya.

Menurut Abd al-Wahhab Kﬁallﬁf, 2 Ahliyyar (kecakapan) ada
dua, al-Akliyyah al-Wujdb dan al-Ahliyyak al-Ada’. Al-Ahliyyah al-
Wujub adalah kecakapan seseorang untuk mendukung hak-hak bagi
dirinya dan orang lain. Kecakapan ini dibagi dua, yaitu a/-4kliyyah al-
Wujub al-Kamilah  dan al-Akliyyah al-Wujub an-Nagisah. Al-
Ahllyyah al-Ada’ yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan perbuztan

yang dipandang sah menurut syara’. Ini dibedakan pula menjadi tiga

® Muhammad Ibn Isme’il al-Kahlani, Subal as-Satsm, (Surabaya : Al-Hidayah,
1.4.), I : 57, Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukheari dan Imam Muslim dan ditashih
oleh Ibn Huzaimsah dari Ibn ‘Umar.

) Abd al-Qadir Audsh, at-Tasrs’ at-Fixa’l at-Islami, 1 : 602.

) Abd al-Wahhab Khallaf, *Hms Usel al-Figk, (T.tp : Dar al'Ilm, 1978), cet.
12, hlm, 135 -"136.
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yakni, ael-Ahliyyah ai-Ada’ al-Kamilah, al-Ahliyyah al-Ada’ an-
Nagisah dan al-Ahliyyah al-Ada’ Gair al-Kdmilah.

Pada dasarnya setiap orang yang bersalah harus dihukum. Akan
tetapi ada beberapa keadaan pada diri pelaku yang menjadikan dia
terbebas dari hukuman, yaitu terpaksa, mabuk, gila dan belum dewasa.

Mengenai kedewasaan sebagai dasar dihapuska.nnya hukuman

dalam hadis disebutkan :

B S 0 A L1 o1 W0 (s A 9

JSay G U pas! L*JM&JM“ A
N )

Mengenai kedewasaan ini juga para ulama membagi masa

b

kehidupan manugia menjadi 3 (tiga) .

1. Masa tak mampu berpikir atau disebut belum tamyis. Pada masa ini
seseorang tidak dapat dijatuhi hukuxﬁa.n atas apa yang ia lakukan akan
tetapi dikenal kewajiban perdata.

2. Masa mampu berpikir lemah 'yaitu sejak manusia tidak mampu
berfikir, berskhir sampai mencapai bal/igh. Pada masa ini bila ia
melakukan jarimah tidsk dapat dijatuhi hukuman melainkan hanya
diberi pengajaran.

3, Masa mampu berpikir penuh. Pada masa inilah seseorang dapat

dijatuhi hukumaa.

) Muhammad Ton Isma'il el-Kahlani, Su#m? ar-SeiGmee, 1T : 181, Hadig ini

diriwayatkan oleh hnar: Ahmad dan Imam Empat kecuali Imam Turmizl dan ditashih
oleh Hakim serta diketuarkan oleh Ibn Hibban dari A’isysh.

D A Hanafi, Asas-Asar ..., hlm. 398-400.
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E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) yang
meneliti tentang permasalahan pertanggung jawaban pidana bagi anak
yang melakukan kenakalan dalam pandangan hukum positif dan hukum
Islam, yang sumber datanya diperoleh dari bahan kepustakaan. Data
utamanya adalah hukum positif (KUHP dan Undang-Undang RI No. 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) dan hukum Islam dibantu
dengan karya-karya yang relevan dengan permasalahan tersebut.

2. Sifat Penelitian |
Bersifat deskriptif analitik, yakni menguraikan dan menjelaskan
tentang Juvenile Delinguency menurui hukum positif dan hukum
Islam. Aplikasinya dalam penyusunan skripsi imi yaitu dengan
menjelaskan tentang pertanggung jawa_ban Juvenile Delinqucncy
kemudian dianaliga dari sudut pandang yang berbeda antara hukum
pogitif dengan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dipakai dalam skripsi ini diperolsh dari sumber primer
dan seknnder. Sumber primer adalah hukum positif di Indonesia
(KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak) dan
hukum pidana Islam (.finafrat).w Sumber sekunder adalah buku-buku
yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik kitab, buku,

majalah, artikel dan sebagainya. |
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4. Pendekatan Masalah
Skripsi imi dalam memaparkan masalah Juvenile Delinguency
memakai pendekatan yuridis normatif yakni dengan menguraikan
masalah Juvenile Delinquency dengan berpijak pada pola pikir dari
konsep-kongep hukum-hukum formal dan norma-norma yang berlaku
yaitu hukum pidana dan hukum Isiam dan dipadukan dengan pikiran-
pikiran oléh praktisi hukum maupun ilmuwan terkait.

5. Analisa Data
Dalam menganalisa data dipergunakan analisa secara kualitatif, pada
8181-8181 tertentu dimungkinkan memakai analisa deduktif, ini sebagai
langkah penjelas saja di bagian-bagian fertentu yang memerlukan
cara berpikir deduktif. Secara khusus untuk membandingkan suatu
masalah tentunya memakai teknik analisa komparatif, yakni mencari

sudut persamaan dan perbedaan dari keduanya.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam penyusunan skripei ini, pembahasan permasalahan-
permasalahan, dibagi dalam beberapa bab maupun sub bab.
Bab L berisi pendabuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi
secara keseluruhan, dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan

dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.
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Bab II Menjelaskan gecara umum tentang kenakalan anak yang
meliputi pengertian kenakalan anak, bentuk-bentuk kenakelan anak dan
faktor yang menyebabkan kenakalan anak.

Bab III Msenguraikan pandangan hukum Islam dan bukum positif
tentang pertanggung jawaban pidana atas kenakalan anak dalam wacana
yang berbeda yaitu hukum positi dan hukun Islam.

Pada Bab IV dilakukah analigis perbandingan pertanggungjawa-
ban pidana bagi kenakalan anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, yang

kemudian ditkuti lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana adalah berarti
berbicara tentang dipidapa atau tidaknya si pelaku perbuatan pidana,
yang dalam skripsi ini adalah anak. Berdasarkan paparan dalam bab-bab
sebelumnya, dapat diambill kesimpulan bahwa :

1. Menurut hukum Positif, pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal
dibedakan menjadi 3 (tiga) :
a. Di bawah usia 8 tahun, tidek diajukan ke sidang pengadilan dan

tidak dikenai hukuman pidana

b. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan tidak
dikenai hukuman pidana.

¢. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan
dikenai hukuman pidana.

2. Menurut hukum Islem, anak tidak dapat dituntut pertanggungjawuban
pidana karene meskipun iz nyata-nyata melakukan perbuatan pidana,
tapi ada hal-hal lain yang dapat menghapuskan pidananya yaitu
keadannya yang belum dewasa

3. Persamaan pertanggungjawaban pidana menurut bukum Positif dan

hukum Islam adalah ;

a. Menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak menurut asas

legalitas.
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b. Menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai svarat
mémpu bertanggungjawab.
¢. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada pelaku kenakalan
anak.
4, Perbedaan pertanggungjawaban pidana bagi kenakalan anak menvurut
hukum Positif dan Hukum Islam adalah :
a. Dasar hukum

Hukum Positif berdasarkan pada KUHP pasal 44, 45, 46 dan 47

gerta Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak. Sedangkan hukum Islam berdasarkan pada Al-Qur’an,

Hadis Rasul, Ijma’ dan Ijtihad Hakim.

b. Batasan usia dan alternatif hukuman

Dalam hukum Positif batasan vsia anak udalah di bawah 18 tahun

dengan alternatif :

1) Di bawah 8 tahun, dilakukan penyidikan kemudian
dikembalikan kepada orang tua atan disershkan kepada
Departemen Sosial.

2) Usin 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan,
kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan
kepada negara atau diserahkan kepada Departemen Sosial atau

organisasi sosial kemasyarakatan dengan dapat disetai teguran

dan syarat tambahan,
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3) Uuia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan
dikenai hukuman pidana dengan ketentuan maksimum pidana
pokok dikurangi setengah atau sepertiga menurut pasal 47
KUHP. Bila diancam hukuman mati atan penjara seumur hidup
maka hukumannya maksimum 10 tahun atau 15 tahun menurut
pasal 47 KUHP. Atau tindakan sebagaimana yang diperlakukan

bagi anak usia 8 hingga 12 tahun.

Sedangkan dalam hukum Islam, batas usia anak adalsh di
bawah 15 atau 18 tahun dengan alternatif :
1} Di bawah 7 tahun, Bebas dari hukuman pidana dan hukuman
pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata.
2) Usia 7 hingga 15 atau 18 tahus, bebas dari hukuman pidana

tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban

perdata.

B. Saran-saran
Dengan melihat aturan-aturan hukum tentang pertanggungjawaban
pidana bagi kenakalan anak yang sudah cukup memadai untuk mengata-
sinya, tentunya tidak menjadikae orang lain yang turut andil dalam
persoalan kenakalan anak tersebut untuk berpangku tangan. Upaya-upaya
untuk mencegah agar jangan sampai kenakalan anak menjadi semakin

berkembang harus terus ditingkatkan dengan beberapa cara :
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Keluarga khususnya orang tua harus berusaha menciptakan suasana
yang kondusif. Sikap saling dukung, saling mengingatkan harus terus
dikembangkan dalam keluarga, sehingga anak tidak akan mencobanyn
di luar,

Sekolah sr'abagai lingkungan ferdekat kedun sefelal kolwarga hendak-
nya bukan hanya sebaguai lempat mencari ilmu, akan letapi juga
gebagal tempat untuk mengembangkan diri, mengembangkan kepriba-
dian dan meningkatkan kedisiplinan sehingga anak bisa menjadi lebih
bertanggung jawab, Hal ini hendaknys diperhatikan lebih serius oleh
para pendidik.

Mé,syarakat sebagai lingkungan ketiga juga harus ikut bertanggung
jawab, Kerja sama untuk saling mengingatkau dan {olong menolong
hampir dapat dipastikan akan meminimalkan kasus kenakalan anak.
Karena salah satu faktor penyebabnya adalah masalah kesenjangan
gosial dan ekonomi.

Hendaknye diupayakan terwujudnya Pengadilan Anak, sehingga

perkara anek nakal dapat ditangani secara lebih profesional.
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Tidak ada hukum bagi segala perbuatan orang yang
berakal sebelum datangnya ketentuan nash.

Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sehingga
ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur
baligh (bermimpi}) maka hendaklah mereka
meminta izin seperti otang-oraug yung sebeimm
mereka meminta 1210

Saya memohon pertimbangan kepada Rasul (untuk
ikut serta) pada perang Uhud dan usia saya waktu
itu 14 tahun maka Rasul tidak mengijinkan dan
saya memohon lagl kepadanya pada waktu perang
Khandaq dan saya sudah berusia 15 tahun maka
Rasul mengijinkan.

Ketentuan hukum itu diangkat (tidak diberlakukan)
dari tiga orang : orang yang tidur sehingga ia
bangun, anak kecil sehingga ia dewasa dan orang
gila sehingga 1a sadar. '

Perbuatan yang diharamkan oleh syara’ baik ifu
mengenai jiwa atau harta atau yang selainnya.

Tidak sda hukuman had kecuali dengan ketentuan
nash.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur
baligh (bermimpi) maka hendaklah mereka

meminta izin seperti orang-orang yang sebelum
mereka meminta izin.

'Saya memohon pertimbangan kepada Rasul {(untuk

ikut serta) pada perang Uhud dan usia saya waktu
itu 14 tahun maka Rasul tidak mengijinkan dan
saya memohon lagi kepadanya pada waktu perang
Khandaq dan saya sudah berusia 15 tahun maka
Rasul mengijinkan.
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Ketentuan hukum itu diangkat (tidak diberlakukan)
dari tiga orang :@: orang yang tidur sehingga ia
bangun, anak kecil sehingga 1a dewasa dan orang
gila sehingga ia sadar.

Tidak ada hukum bagi segala perbuatan orang yang
berakal sebelum datangnya ketentuan nash.

Tidak ada hukuman had kecuali dengan ketentuan
nash.

Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sehingga
ada dali] yang menunjukkan keharamannya.

Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami
mengutus seorang Rasul.

Dan tidaklah Tohanmu membinasakan Kota-kota
sebelum Dia mengutus di ibukotia seorang Rasul
yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka,

Tidak ada hukuman had kecuali dengan ketentuan
nash.

Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami
mengutus seorang Rasul.

Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota
sebelum Dia mengutus di ibukota seorang Rasul
yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka.

Ketentuan hukum itu diangkat (tidak diberlakukan)
dari tiga orang : orang yang tidur sehingga ia
bangun, anak kecil sehingga ia dewasa dan orang
gila sehingga ia sadar,

Ketentuan hukum itu diangkat (tidak diberlakukan)
dari tiga orang : orang yang tidur sehingga ia
bangun, anak keci] sehingga ia dewasa dan orang
gila sehingga ia sadar.
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